
 

 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR 

NOMOR 11 TAHUN 2019 

TENTANG 

NILAI PEROLEHAN AIR PERMUKAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR, 

 

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 

dan Retribusi Daerah, Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah 

Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Pemungutan Pajak Daerah, serta Pasal 39 ayat (3) Peraturan 

Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak 

Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nilai 

Perolehan Air Permukaan; 

 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan 

Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan 

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan 

Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 

65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3046); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

 

 

 

4. Undang-Undang 
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4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang 

Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 344, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5801); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang 

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5950); 

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.02/2016 

tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air Permukaan, Pajak 

Air Tanah dan Pajak Penerangan Jalan Untuk Kegiatan 

Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang Dibayarkan Oleh 

Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.02/2017 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menter! Keuangan Nomor 

9/PMK.02/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Pajak Air 

Permukaan, Pajak Air Tanah, dan Pajak Penerangan Jalan 

Untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Yang 

Dibayarkan Oleh Pemerintah Pusat;  

8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Republik Indonesia Nomor 15/PRT/M/2017 tentang Tata 

Cara Penghitungan Besaran Nilai Perolehan Air Permukaan; 

9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 

Nomor 12/KPTS/M/2019 tentang Penetapan Harga Dasar 

Air Permukaan; 

10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 

2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air 

Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E); 

 

11. Peraturan 
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11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 

tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa 

Timur Tahun 2010 Nomor 1 Seri B); 

12. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2018 

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi 

Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah; 

 

MEMUTUSKAN: 

 

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR TENTANG NILAI PEROLEHAN AIR 

PERMUKAAN. 

 BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:  

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, 

adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang 

kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. 

2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 

3. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang 

merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun 

yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan 

terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan 

usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah 

(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, 

kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, 

yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau 

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya 

termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

4. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada 

permukaan tanah.  

5. Nilai Perolehan Air Permukaan yang selanjutnya disingkat 

NPAP adalah dasar pengenaan Pajak Air Permukaan. 

6. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah 

pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air 

permukaan.  

 

7. Pengguna 
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7. Pengguna Air Permukaan adalah orang pribadi atau Badan 

yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air 

Permukaan.    

BAB II  

PENGHITUNGAN NPAP 

 

Pasal 2 

 

NPAP diperoleh dengan mengalikan:  

a. Harga Dasar Air Permukaan;  

b. Faktor Ekonomi Wilayah;  

c. Faktor Nilai Air Permukaan;dan  

d. Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan. 

 

Pasal 3 

 

Harga Dasar Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

2 huruf a ditentukan dengan berpedoman pada ketentuan yang 

diterbitkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang pengelolaan sumber daya air. 

 

Pasal 4 

 

(1) Faktor Ekonomi Wilayah sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf b, merupakan faktor pengali yang dinyatakan 

dalam satuan persentase.  

(2) Faktor Ekonomi Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) diperoleh dengan mengelompokkan nilai produk domestik 

regional bruto di Provinsi Jawa Timur. 

 

Pasal 5 

 

(1) Faktor Nilai Air Permukaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 2 huruf c diperoleh dengan mengalikan bobot dari 

masing-masing komponen sumber daya air sebagai berikut:  

a. jenis sumber air;  

b. lokasi sumber air;  

c. luas areal tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan 

air;  

d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;  

 

 

e. kualitas 
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e. kualitas air;  

f. kondisi daerah aliran sungai; dan  

g. kewenangan pengelolaan sumber daya air.  

(2) Bobot dari masing-masing komponen sumber daya air 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam 

satuan persentase. 

(3) Penentuan bobot dari masing-masing komponen sumber 

daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Provinsi Jawa 

Timur bersama dengan Badan Pendapatan Daerah Provinsi 

Jawa Timur. 

 

Pasal 6 

 

Faktor Kelompok Pengguna Air Permukaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dinyatakan dalam satuan 

angka berdasarkan pembagian jenis kegiatan atau kegiatan 

usaha yang dilakukan oleh pengguna Air Permukaan.  

 

Pasal 7 

 

Penghitungan NPAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

sampai dengan Pasal 6, tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur 

ini. 

  

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 8 

 

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan 

Gubernur Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman 

Penghitungan Nilai Perolehan Air Permukaan, dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

 

 

 

 

Pasal 9 
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 Pasal 9 

 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur. 

 

 

Ditetapkan di Surabaya 

pada tanggal  12 Maret 2019 

 

GUBERNUR JAWA TIMUR 

 

ttd 

 

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA 



- 7 - 

 

 

Diundangkan di  Surabaya 

Pada tanggal  12 Maret 2019 

 

a.n. SEKRETARIS DAERAH 

PROVINSI JAWA TIMUR 

Kepala Biro Hukum 

 

ttd 

 

JEMPIN MARBUN, SH, MH 

Pembina Tingkat I 

NIP. 19640917 199203 1 005 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2019  

NOMOR 11 SERI E. 

 


